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IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 




Anak adalah amanat dari Tuhan Yang Maha Esa yang mana dalam diri anak 
melekat hak dan kewajiban anak yang harus di lindungi oleh orang tua, 
pemerintah, maupun lingkungan anak itu sendiri. Pelindungan terhadap anak perlu 
dilakukan sebab anak adalah tunas, potensi, generasi penerus, cita – cita 
perjuanagan bangsa yang memiliki peranan yang sangat stategis. Kota Layak 
Anak adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak 
anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat 
dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam 
kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Tujuan 
adanya Kota Layak Anak ini sebagai upaya pemerintah dalam pemenuhan hak 
anak. Agar Kabupaten/Kota layak anak bebas dari kekerasan maka pemerintah 
dalam meluncurkan sebuah program KLA perlu mendapatkan beberapa indikator 
sebagai upaya perlindungan hak-hak anak. 
 




The child is the mandate of God Almighty which in the child attaches the rights 
and obligations of children who must be protected by the parents, the government, 
and the environment of the child itself. Child protection is necessary because 
children are buds, potentials, future generations, the ideals of the nation's 
perjuanagan who have a very strategic role. Child-Friendly Cities are districts / 
cities that have a child rights-based development system through the integration of 
planned and comprehensive commitment and resources of the government, 
community and business world in policies, programs and activities to ensure the 
fulfillment of children's rights. The purpose of this Child-Friendly City is the 
government's efforts to fulfill children's rights. For districts / cities to be child free 
from violence, the government in launching a Child Friendly City program needs 
to obtain several indicators as an effort to protect children's rights. 
 
Keywords: child, child protection, child friendly city 
 
1. PENDAHULUAN 
Hak asasi manusia sebagai warga negara adalah terjaminnya kesejahteraan 
termasuk perlindungan terhadap anak. Perlindungan anak diatur pada Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28 B ayat (2) yang berbunyi 
“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta 
berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hal ini berarti bahwa 
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anak merupakan salah satu warga negara yang berhak mendapatkan perlindungan 
hak konstitusial dari serangan orang lain termasuk menjamin peraturan 
perundang-undangan. Hak-hak anak menurut Konvensi Hak Anak terbagi menjadi 
empat kategori yaitu hak kelangsungan hidup, hak untuk melestarikan dan 
mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan 
perawatan yang sebaik-baiknya; hak perlindungan, perlindungan dari 
diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran; hak tumbuh kembang, hak 
memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi 
perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial serta hak berpartisipasi, 
hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. 
Sebagai perwujudan komitmen pemerintah dalam meratifikasi Konvensi Hak-
hak Anak, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak sebagai bentuk negara untuk melindungi anak. Selain 
itu, tujuan terbentuknya Undang-Undang Perlindungan anak ini adalah agar setiap 
anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak merupakan generasi penerus 
bangsa yang harus mendapatkan perlakuan manusiawi agar tidak terjadi 
pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa hak anak yang diatur pada Pasal 4 
sampai pasal 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Untuk 
menindaklanjuti adanya Undang-Undang Perlindungan Anak, maka pemerintah 
daerah membuat peraturan daerahnya untuk mengatur perlindungan anak, salah 
satunya Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2013 tentang 
Perlindungan Anak yang merupakan urusan pemerintahan yang wajib 
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah ini bertujuan agar 
memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan anak di kabupaten Boyolali 
agar kekerasan, bullying, diskriminasi pada anak terminimalisir. 
Kabupaten Boyolali merupakan salah satu kabupaten yang berhasil 
mendapatkan predikat sebagai Kota Layak Anak dari 55 kabupaten/kota di 
Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator 
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Kabupaten/Kota Layak Anak, Kota Layak Anak atau disebut KLA adalah 
kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui 
pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia 
usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, 
program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Salah satu 
indikator yang menjadikan kota layak anak menurut Peraturan Menteri Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak adalah indikator  
KLA terbagi dalam beberapa klaster yaitu klaster hak sipil dan kebebasan yang 
diatur pada Pasal 8; klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative diatur 
pada pasal 9; klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan diatur pasal 10; klaster 
pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya diatur pada pasal 11 
serta klaster perlindungan khusus diatur pada pasal 12. 
Meskipun sudah dibuat Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 
Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak, pada tahun 2014 menurut Komisi 
Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KPK2BGA) Jawa 
Tengah, Kabupaten Boyolali termasuk daerah tertinggi kasus kekerasan terhadap 
anak yakni sebanyak 62 kasus (tiga laki-laki dan 59 perempuan).
1
 Di tahun 
berikutnya pada tahun 2015, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Boyolali, Dasih 
Wiryastuti, mengatakan angka kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 
dan kekerasan anak di Boyolali sampai Oktober mencapai 49 kasus. Perinciannya 
KDRT sebanyak 23 kasus dan kekerasan anak sebanyak 26 kasus.
2
 Pada Tahun 
2016, telah dilaporkan kepada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 
Anak (BP3AKB) Boyolali sekitar 27 kasus kekerasan seksual dan fisik yang 
menimpa anak-anak di Boyolali.
3
 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 
                                                          
1
 News Solopos Digital Media, 24 Desember 2014: Kekerasan Terhadap Anak Boyolali Tertinggi 
Di Jateng, Klaten Runner Up, dalam  http://www.jatengpos.com/2014/12/kekerasan-terhadap-
anak-boyolali-tertinggi-di-jateng-klaten-runner-up-562199 diakses pada Sabtu, 13 Oktober 2018 
pukul 12.35 WIB 
2
 Soloraya Solopos Digital Media, 16 November 2015: Kekerasan Terhadap Anak 26 Anak 
Boyolali jadi korban, dalam http://www.jatengpos.com/2015/11/kekerasan-terhadap-anak-26-
anak-boyolali-jadi-korban-661829 diakses pada Sabtu, 13 OKtober 2018 pukul 12.38 WIB 
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Berencana dan Anak (DPPKAB) Boyolali mencatat sudah ada 21 kasus kekerasan 
terhadap anak pada tahun 2017.
4
 Dari jumlah kasus tersebut menunjukan bahwa 
pemerintah daerah kabupaten Boyolali belum maksimal dalam menangani kasus 
kekerasan pada anak dan hal tersebut juga berbanding dengan di sandangnya 
Kabupaten Boyolali yang mendapat predikat Kota Layak Anak. Dari latar 
belakang masalah tersebut, maka penulis akan mengangkat judul “Implementasi 
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2013 Tentang 
Perlindungan Anak.” 
 
2. METODE  
Metode pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu 
cara yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti 
data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan 
penelitian terhadap data primer di lapangan.
5
 Data yang diperoleh dari penulis 
teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan, merupakan 
suatu metode untuk mengumpulkan, mencari, mencatat, menginventarisasi dan 
mempelajari data-data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang 
diteliti. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. Pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 
2013 tentang Perlindungan Anak 
Peraturan daerah kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2013 tentang perlindungan 
anak memiliki tujuan agar anak memiliki akhlak yang mulia, berkualitas dan 
sejahtera dengan hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara 
maksimal dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada 
perda ini mengatur tentang hak dan kewajiban anak; kewajiban dan tanggung 
                                                                                                                                                               
boyolali-dilaporkan-27-anak-korban-kekerasan-terselamatkan diakses pada Sabtu, 13 Oktober 
2018 pukul 12.24 WIB 
4 Berita Boyolali Kita, 21 Maret 2017: Katanya Kota Layak Anak? 21 Kasus Kekerasan Terhadap 
Anak Malah Terjadi di Boyolali, dalam http://www.beritaboyolalikita.com/2017/03/kakota-
layak-anak-21-kasus-kekerasan.html , diunduh Senin 10 September 2018 pukul 00:40 WIB 5
 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, 
Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal.52 
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jawab; penyelenggara perlindungan anak; peran serta masyarakat; forum 
partisipasi anak; gugs tugas daerah layak anak; larangan; pembinaan dan 
pengawasan; sanksi administrasi; ketentuan penyidikan, pidana dan penutup. 
Hak dan kewajiban anak diatur pada pasal 5 sampai pasal 7. Pada pasal 5 
membahas tentang hak anak yakni anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan 
berpartisipasi; hak memiliki nama bermakna baik sebagai identitas 
kewarganegaraan; hak mendapatkan akta kelahiran yang sah dari orang tua sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; hak untuk beribadah menurut 
agamanya; hak untuk diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang tua lain sesuai 
peraturan perundang-undangan yang dikarenakan orang tua tidak bisa menjamin 
tumbuh kembang si anak; hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan 
sosial; hak menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya serta menerima, 
mencari dan memberikan informasi sesuai dengan usianya; hak memperoleh 
pendidikan; hak mendapatkan waktu bermain; hak mendapatkan pendidikan 
,bantuan khusus dan rehabilitasi khusus anak penyandang cacat; hak mendapatkan 
perlindungan dari keluarga, masyarakat dan pemerintah daerah; bagi anak yang 
putus sekolah berhak mendapatkan pendidikan formal atau nonformal dan hak 
mendapatkan Air Susu Ibu (ASI). Untuk pasal 6 mengatur hak anak untuk 
mendapatkan perlidungan dari pemberitaan media massa karena anak merupakan 
korban kekerasan,pelecehan seksual, penderita HIV dan AIDS serta mendapatkan 
pelayanan baik berupa medis, bantuan hukum dan rehabilitasi. Selain itu, bagi 
anak yang berkonflik berhak mendapatkan prioritas unuk diberi bantuan hukum 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 7 mengatur 
tentang kewajiban anak yakni berisikan untuk menghormati orang tua, wali dan 
guru di mana pun berada; mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman; 
mencintai tanah air, bangsa dan negara serta daerahnya; menunaikan ibadah sesuai 
ajaran agamanya; melaksanakan etika dan akhlak yang mulia di mana pun berada; 
dan melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikannya. 
Pasal 8 sampai pasal 11 Perda Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2013 
tentang perlindungan anak mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab 
terhadap anak. kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak dilakukan oleh 
pemerintah daerah, masyarakat serta keluarga dan orang tua. Untuk kewajiban dan 
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tanggung jawab yang dilakukan pemerintah terhadap anak yaitu menjamin dan 
mnghormati hak asasi anak tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, 
etnik, kondisi fisik dan/atau mental; memberikan dukungan sarana prasarana 
dalam penyelenggaraan perlindungan anak; menjamin perlindungan, 
pemeliharaan, dan kesejahteraan anak; mengawasi penyelenggaraan perlindungan 
anak; serta menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan 
pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.Untuk kewajiban dang 
tanggungjawab yang dilakukan masyarakat terhadap anak yakni memberikan 
perlindungan kepada anak dengan melakukan kegiatan peran serta masyarakat 
yang diwujudkan dengan memberikan dan / atau melaporkan jika ada kekerasan 
yang diketahuinya; memberikan perlindungan korban; memberikan pertolongan 
darurat; memberikan advokasi tentang penanganan kasus kekerasan terhadap anak 
serta membantu proses pemulangan dan reintegrasi  sosial. Untuk kewajiban dan 
tanggungjawab keluarga dan orang tua terhadap anak diberikan dalam bentuk 
memelihara,mengasuh, mendidik serta melindungi anak; mencegah terjadinya 
perkawinan pada usia anak; mencegah penggunaan rokok dan NAPZA, 
menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan,bakat dan minatnya serta 
melaporkan kepada instansi yang berwenang jika ada kelahiran anak serta 
keluarga menjalankan kewajiban dan tanggungjawab tersebut jika orang tua tidak 
ada atau tidak diketahui keberadaannya dan tidak bisa melakukan tanggung jawab 
dan kewajibannya. 
Untuk pengaturan penyelenggaraan perlindungan anak diatur pada pasal 12 
sampai pasal 48. Penyelenggaraan perlindungan anak dibagi beberapa bidang, 
yaitu bidang agama, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang kesejahteraan 
sosial, perlindungan anak bagi pekerja anak, sarana dan prasarana, perwalian serta 
pengangkatan anak.  
Pengaturan selanjutnya mengenai peran masyarakat yang diatur pada pasal 49 
dan pasal 50 Perda Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2013 tentang 
Perlindungan Anak. Peran masyarakat dan sektor swasta memiliki kedudukan 
yang sama dengan Pemerintah Daerah untuk berperan dalam perlindungan 
terhadap hak anak dan pengawasan baik secara individu, kelompok dan 
kelembagaan. Ada beberapa bentuk peran masyarakat dan sektor swasta seperti 
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penyediaan rumah singgah; pendirian dan pengelolaan panti asuhan untuk anak; 
pendirian tempat untuk rehabilitasi anak yang menjadi korban penyalahgunaan 
narkotika, psikotropika, alkohol dan zat adiktif lainnya; memberikan bantuan 
hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum; memberikan beasiswa 
pendidikan; memberikan bantuan kesehatan; penyediaan taman bermain anak dan 
ikut dalam mengawasi aktivitas anak jika tidak sesuai dengan norma yang berlaku 
di masyarakat. 
Pengaturan forum terhadap anak diatur pada pasal 51 Perda Kabupaten 
Boyolali Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak. Menurut pasal 51 
ayat (2) forum anak merupakan representasi anak di daerah, baik representasi 
domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar 
belakang pendidikan anak. Pengaturan gugus tugas daerah layak anak diatur 
dalam pasal 52 dan pasal 53 Perda Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2013 
tentang perlindungan anak. Pelaksanaan gugus tugas daerah layak anak dialkukan 
oleh Bupati. Gugus tugas daerah layak anak mempunyai tugas pokok yakni 
mengkoordinasi kebijakan dan pengembangan daerah layak anak; penetapan tugas 
anggota gugus tugas; mengumpulkan data dasar; mengalisis kebutuhan yang 
bersumber data dasar; menentukan fokus dan prioritas program untuk 
mewujudkan daerah layak anak yang disesuaikan dengan potensi daerah dan 
melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan sekurang-kurangnya satu tahun 
sekali. Anggota gugus tugas daerah layak anak diangkat dan diberhentikan oleh 
Bupati.  
Pada pasal 54 dan pasal 55 Perda Kabupaten Boyolali Nomor 14 tahun 2013 
tentang perlindungan anak mengatur tentang larangan. Larangan tersebut 
berisikan bagi penyelenggara tempat hiburan dilarang menerima pengunjung anak 
dibawah umur dan bagi penyelenggara hotel, motel, losmen dan wisma pariwisata 
dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa adanya pendampingan dari orang 
tua atau keluarganya yang telah dewasa atau guru pendamping sebagai 
penanggungjawab dalam kegiatan sekolah atau lainnya. 
Pada pasal 56 Perda Kabupaten Boyolali Nomor 14 tahun 2013 tentang 
perlindungan anak mengatur tentang pembinaan dan pengawasan pada anak. 
Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pada anak dapat dilakukan 
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dengan cara sosialisasi kepada masyarakat dan anak tentang konsep daerah layak 
anak dan hak anak; menyediakan buku atau brosur mengenai perlindungan anak, 
kesehatan reproduksi, bahaya penyakit menular seksual dan rokok; pelatihan 
berkaitan dengan pendidikan anak, prinsip konseling, psikologi terhadap 
masyarakat yang berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia 
dini; memfasilitasi forum partisipasi anak dan tumbuh berkembangnya layanan 
kesehatan reproduksi remaja serta memberikan penghargaan kepada masyarakat 
yang telah melakukan upaya perlindungan anak dengan baik. 
Pengaturan sanksi administrasi diatur dalam pasal 57 yang berisikan orang 
dan/atau badan  yang melanggar ketentuan Pasal 38, Pasal 54 dan Pasal 55, akan 
dikenakan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
Pengaturan penyidikan diatur pada pasal 58. Jika terjadi pelanggaran terhadap 
perda ini akan dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil daerah. Wewenang 
penyidik tersebut adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang 
mengenai adanya tindak pidana; melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan 
ditempat kejadian; menyuruh seseorang untuk berhenti dan memeriksa tanda 
pengenal diri tersangka; melakukan penyitaan benda/surat; mengambil sidik jari 
dan memotret seseorang; mendatangkan ahli bila diperlukan; mengadakan 
penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI serta 
mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 
Ketentuan pidana diatur pada pasal 59 dan pasal 60 yang berisikan jika orang 
dan / atau badan usaha melanggar ketentuan dalam perda ini diancam pidana 
kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak lima puluh 
juta rupiah. 
Pengaturan mengenai ketentuan penutup diatur dalam pasal 61 Perda 
Kabupaten Boyolali Nomor 14 tahun 2013 tentang perlindungan anak yang 
berisikan bahwa perda ini berlaku pada tanggal diundangkan dan agar setiap orang 
mengetahuinya maka pengundangan perda ini ditempatkan dalam lembaran 




3.2. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 
2013 tentang Perlindungan Anak 
Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak terdiri dari beberapa klaster
6
 yaitu klaster 
hak sipil dan kebebasan meliputi persentase anak yang teregistrasi dan 
mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran; tersedia fasilitas informasi layak anak dan  
jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, 
kecamatan dan desa/kelurahan. Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan 
alternatif meliputi persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun;  
tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan 
perawatan anak dan tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak. Untuk klaster 
kesehatan dasar dankesejahteraan meliputi angka kematian bayi; prevalensi 
kekurangan gizi pada balita; persentase air susu ibu (ASI) eksklusif; jumlah pojok 
ASI; persentase imunisasi dasar lengkap; jumlah lembaga yang memberikan 
pelayanan kesehatan reproduksi dan mental; jumlah anak dari keluarga miskin 
yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan; persentase rumah tangga 
dengan akses air bersih dan tersedia kawasan tanpa rokok. Untuk klaster 
pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya meliputi angka 
partisipasi pendidikan anak usia dini; persentase wajib belajar pendidikan 12 
tahun; persentase sekolah ramah anak; jumlah sekolah yang memiliki program, 
sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah dan tersedia fasilitas 
untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat 
diakses semua anak. Untuk klaster perlindungan khusus meliputi persentase anak 
yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan; persentase 
kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan 
pendekatan keadilan restoratif (restorative justice); adanya mekanisme 
penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak dan persentase 
anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak. 
Pada klaster hak sipil dan kebebasan, pencatatan akta kelahiran anak di 
kabupaten Boyolali sudah berjalan dengan baik dilihat dengan jumlah presentase 
                                                          
6
 Buku Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2018 Dinas Pengendalian Penduduk 




pada tahun 2017 yakni sebesar 93,06% yang sudah terdaftar. Lalu adanya fasilitas 
informasi layak anak yakni perpustakaan keliling, perpustakaan daerah dan taman 
bacaan, merupakan salah satu bentuk fasilitas informasi layak anak yang diberikan 
pemerintah kabupaten Boyolali. Selain itu, adanya forum anak ditingkat desa juga 
merupakan wadah dimana anak-anak bisa mengungkapkan ide dan diharapkan 
anak dapat menyampaikan pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan 
informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan 
dirinya. Klaster tersebut telah sesuai dengan Perda Kabupaten Boyolali Nomor 14 
Tahun 2013 tentang perlindungan anak pada pasal 5 yaitu hak anak atas suatu 
nama yang bermakna baik sebagai identitas kewarganegaraan; hak atas suatu akta 
kelahiran yang sah yang diperoleh dan/atau diusahakan oleh orang tuanya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; serta menyatakan dan didengar 
pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan 
tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai 
kesusilaan dan kepatutan. 
Klaster yang kedua yakni klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan 
alternatif. Berdasarkan uraian data dapat disimpulkan bahwa data klaster tersebut 
telah sesuai dengan Perda Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2013 tentang 
Perlindungan Anak yakni pada pasal 5 huruf l yakni anak mendapat perlindungan 
dari keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah terhadap perlakuan diskriminasi 
dan eksploitasi. Dengan adanya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) atau 
sejenisnya di kabupaten Boyolali maka orangtua akan mendapatkan informasi 
bagaimana orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan 
tumbuh kembang anak yang meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan 
yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak 
anak. Selain itu, untuk melindungi anak dari diskriminasi dan eksploitasi maka 
pemerintah Kabupaten Boyolali mendirikan lembaga pengasuhan alternatif berupa 
panti asuhan termasuk untuk anak difabel sebanyak 15 panti asuhan. Untuk 
presentase perkawinan anak dibawah 18 tahun telah sesuai juga dengan pasal 5 
huruf l yang dimana angka perkawinan dari tahun ke tahun mengalami penurunan 
dengan upaya adanya pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu berbasis komunitas 
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berfungsi mencegahan kekerasan termasuk perkawinan anak yang dimana hak 
anak harus dilindungi dari kekerasan dan eksploitasi. 
Klaster yang ketiga yakni Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan. Dari uraian 
data tersebut dapat disimpulkan ada kesesuaian dengan data pada klaster tersebut 
dengan Perda Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perlindungan 
Anak, yakni pasal 5 huruf g bahwa anak berhak untuk memperoleh pelayanan 
kesehatan serta jaminan sosial sesuai  kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial 
serta pasal 14 yakni Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan 
menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap 
anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Fasilitas persalinan kesehatan di Kabupaten Boyolali dari 
tahun 2016 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan dan pengawasan ibu 
resiko tinggi dengan menyediakan rumah tunggu keluarga sebelum persalinan 
sehingga mudah dirujuk ke rumah sakit yang dalam hal ini bisa menhindari 
keguguran dan anak bisa terlahir dengan cepat dan selamat. Dengan penyediaan 
rumah tunggu keluarga maka hak anak untuk hidup dengan sehat dan selamat bisa 
terpenuhi sesuai pada pasal 5 huruf g. Untuk prevalensi status gizi balita, di 
Kabupaten Boyolali dari tahun 2016 sampai tahun 2017 telah mengalami 
penurunan dimana ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Boyolali 
dalam rangka pencegahan dan penanganan masalah gizi dilakukan melalui media 
sosial dengan pemberitaan jelas dan memberikan informasi tentang bahaya dari 
gizi buruk pada anak sehingga hal tersebut telah sesuai denga pasal 14 dimana 
pemerintah memberikan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan 
preventif dengan memberikan informasi tentang bahaya dari gizi buruk pada anak. 
Selanjutnya mengenai  presentase ASI eksklusif pada bayi usia 0 sampai 6 tahun 
yakni tahun 2016 sampai 2017 mengalai peningkatan sebesar 13.2 % dan untuk 
usia 6 bulan juga mengalami peningkatan sebesar 0,8%. Upaya preventif dari 
pemerintah Kabupaten Boyolali yakni menyebarluaskan informasi, tentang ASI 
dan MPASI serta pelatihan dan pemberdayaan kepada masyarakat. Dengan 
demikian, orang tua mengerti akan pentingnya ASI untuk anak demi kembang 
tumbuhnya si anak sehingga mengurangi kematian bayi  dan anak dapat 
memperoleh haknya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Presentasi ruang 
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ASI yang terdapat di tempat kerja yakni tahun 2016 berjumlah 29 dan tahun 2017 
berjumlah 32 yang dimana hal tersebut sudah diatas lima puluh persen dengan 
angka presentase ruang ASI yang tersebar dikantor maupun di tempat umum 
tahun 2017 lebih banyak daripada tahun 2016. Untuk akses air minum pemerintah 
telah berupaya meningkatkan akses air minum dengan penyuluhan ke rumah 
tangga serta penyuluhan di Puskesmas atau posyandu dan kawasan tanpa rokok di 
Kabupaten Boyolali ada beberapa tempat yang telah disediakan kawasan tanpa 
rokok yakni puskesmas, rumah sakit, sekolah, tempat ibadah dan angkutan umum. 
Kawasan tanpa rokok ini telah diatur di Peraturan Bupati Kabupaten Boyolali 
yang dimana setiap ada yang melanggar akan dikenakan denda. Adanya akses air 
minum yang bersih dan kawasan tanpa rokok ini akan memberikan kesehatan 
yang baik bagi anak-anak yang dimana sekarang dalam proses pertumbuhan 
sehingga mengurangi angka kematian anak.  
Klaster berikutnya yakni Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan 
Kegiatan Budaya. Berdasarkan uraian data diatas dapat dianalisis sebagai berikut, 
untuk pendidikan anak usia dini dan wajib belajar 12 tahun ini, pemerintah 
Boyolali telah menerapkan, sesuai dengan Perda Kabupaten Boyolali Nomor 14 
Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak pasal 5 huruf j bahwa anak berhak 
memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya 
dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, srta sesuai dengan 
pasal 5  huruf k anak berhak mendapatkan waktu bermain, rekreasi, berpartisipasi 
dalam olah raga serta kegiatan artistik atau budaya yang positif serta pasal 43 
yakni pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta menyediakan sarana dan 
prasarana anak, antara lain tempat menyusui anak, tempat bermain, tempat 
berekreasi dan berkreasi, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan 
Anak di Daerah. Presentase anak usia dini pada tahun 2017 lebih besar 
dibandingkan tahun 2016 yakni meningkat sebesar 2,61 % begitu pula dengan 
wajib belajar 12 tahun Kabupaten Boyolali pernah meraih medali perunggu dalam 
ajang OSN tingkat Nasional serta telah mengirimkan duta seni yang terbagi 
menjadi dua tim dimana dengan ajang ini menunjukkan bahwa pendidikan di 
Kabupaten mengalami progresif sehingga seluruh anak di Kabupaten Boyolali 
dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan pendidikan sesuai pasal 5 huruf j 
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dan huruf k Perda Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2013 tentang 
Perlindungan Anak. Adanya sekolah ramah anak di Kabupaten Boyolali ini 
semakin meningkatkan sarana dan prasarana anak dalam mengembangkan minat 
bakatnya serta mengurangi adanya kekerasan pada anak. Bisa dilihat adanya 
sosialisasi yang dilakukan oleh DP2KBP3A ke sepuluh sekolah yang diharapkan 
kesepuluh sekolahtersebut dapat mewujudkan sekolahnya menuju sekolah ramah 
anak dan jumlah sekolah mulai tingkat SD dan SMP semakin meningkat hal ini 
berarti pendidikan di Kabupaten Boyolali sangan membaik. Untuk sekolah yang 
memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah di 
Kabupaten Boyolali telah menerapkan adanya program rute aman selamat atau 
disebut RASS yang dimana rute tersebut digunakan anak sekolah setiap pulang 
dan pergi ke sekolah dengan aman pula anak penyandang disabilitas sudah 
tersediakan secara khusus RASS yang diperlukan yang diharapkan agar  
kecelakaan pada anak di Kabupaten Boyolali juga semakin menurun dan hal ini 
telah sesuai dengan Perda Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2013 tentang 
perlindungan anak yakni pada pasal 43 yakni pemerintah daerah harus 
memberikan sarana dan prasarana bagi anak. Adanya fasilitas untuk kegiatan 
kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah di Kabupaten Boyolali 
berguna untuk menunjang minat dan bakat anak salah satunya terbentuknya Pusat 
Kreativitas Anak dan dimana adanya Dewan Kesenian sebagai lembaga yang 
mengawasi kegiatan budaya untuk melakukan pembinaan terhadap kegiatan 
budaya,kreativitas dan rekreatif bagi anak di Kabupaten Boyolali.  
Klaster terakhir yakni klaster perlindungan khusus. Berdasarkan data yang 
didapat oleh penulis dapat diuraikan sebagai berikut untuk kategori kasus anak 
yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Boyolali telah terlaksan dengan 
baik sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) yakni Anak yang berkonflik hukum berhak 
mendapatkan prioritas untuk diberi bantuan hukum, lalu pada Pasal 27 mengenai 
anak yang berhadapan dengan hukum bahwa Perlindungan khusus bagi anak yang 
berhadapan dengan hukum  meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan 
anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah 
Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, orang tua, keluarga dan masyarakat 
dan pasal 28 ayat (1) tentang Anak yang Tereksploitasi Secara Ekonomi dan/atau 
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Seksual Perda Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perlindungan 
Anak dimana bahwa ada 4 kasus Anak Berhadapan Hukum yang mendapatkan 
bantuan hukum  yang masih diproses di tingkat penyidikan. Ada beberapa 
kemitraan yang dapat bekerja sama dalam menangani kasus anak berhadapan 
hukum seperti dengan media massa memiliki peran untuk merahasiakan identitas 
anak  serta memfasilitasi ruang konseling bagi anak yang dimana dengan adanya 
hal tersebut anak berhak mendapatkan prioritas untuk diberi bantuan hukum dan 
dukungan. Untuk anak yang dibebaskan dari pekerja anak dan bentuk bentuk 
pekerjaan terburuk, pemerintah Kabupaten Boyolali telah mengupayakan 
pendataan pekerja anak untuk sementara dimasukkan ke shelter. Lalu dari shelter 
diseleksi kembali untuk dikembalikan ke dunia pendidikan dimana jika anak 
masih berkeajiban untuk menuntut ilmu. Dengan pendataan tersebut maka hak 
anak tersebut telah dilindungi sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Perda Boyolali 
Nomor 14 Tahun 2013 tentnag perlindungan anak bahwa anak perlu dilindungi 
yang dimana di pemerintah Kabupaten Boyolali telah memantau dan adanya 




Perlindungan anak diatur pada pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai perwujudan komitmen pemerintah 
dalam meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak, Pemerintah Indonesia telah 
mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk 
menindaklanjuti adanya Undang-Undang Perlindungan Anak, maka pemerintah 
daerah membuat peraturan daerahnya salah satunya di Kabupaten Boyolali yakni 
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2013 tentang 
Perlindungan Anak. Dalam peraturan daerah tersebut mengatur tentang tentang 
hak dan kewajiban anak; kewajiban dan tanggung jawab; penyelenggara 
perlindungan anak; peran serta masyarakat; forum partisipasi anak; gugs tugas 
daerah layak anak; larangan; pembinaan dan pengawasan; sanksi administrasi; 
ketentuan penyidikan, pidana dan penutup. 
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Mengenai implementasi Perda Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2013 
tentang Perlindungan Anak, berdasarkan klaster – klaster yang telah di tetapkan 
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota 
Layak Anak dan data yang diperoleh penulis dari Dinas Pengendalian Penduduk 
Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
(DP2KBP3A) kabupaten Boyolali dapat disimpulkan bahwa penerapan indikator 
kota atau kabupaten layak anak sesuai Perda Kabupaten Boyolali Nomor 14 
Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak. 
 
4.2 Saran 
Perlu adanya sosialisasi lagi yang dilakukan pemerintah kabupaten Boyolali 
mengenai apa itu kota layak anak, sehingga masyarakat kabupaten Boyolali tahu 
mengenai program atau kebijakan apa saja yang akan dicanangkan untuk 
mewujudkan kabupaten Boyolali sebagai kota layak anak; pemerintah Kabupaten 
Boyolali perlu melakukan sosialisasi mengenai forum anak ke beberapa desa 
lainnya agar setia desa yang ada di Kabupaten Boyolali terdapat kelompok anak 
atau forum anak; dalam pemanfaatannya, orangtua atau keluarga dapat 
menggunakan lembaga konsultasi tentang pengasuhan dan perawatan anak yang 
telah disediakan oleh pemerintah kabupaten Boyolali serta perlu adanya sosialisasi 
mengenai sekolah ramah anak kepada orang tua murid sehingga pemerintah bisa 
mewujudkan sekolah lainnya sebagai sekolah ramah anak. 
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